
 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

 

NOMOR  11  TAHUN  2012 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI KARANGASEM, 

 

Menimbang  :

  

a. 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan 
dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, 
mengacu pada sistem pendidikan nasional dan 

berpedoman pada program pembangunan nasional; 

bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah 
mengatur Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 namun masih 

terdapat kekurangan sehingga perlu dirubah; 

  c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem 
Penyelenggaraan Pendidikan; 
 

Mengingat  

 

 

:

  

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958  tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II  dalam 
Wilayah  Daerah-daerah  Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat  dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655);  
 

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

  
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4132) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 

 
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 
 

 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

 
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 

tentang Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3411); 
 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3412); 

 
 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 

tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3413); 

 
 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 

tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3484); 
 

 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 

tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3485); 
 

 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3859); 

 
 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4496); 
 

 15 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 

tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 
 

 16 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 

tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4864); 
 

 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 
tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 
 

 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 
 

 19 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 

4); 
 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan 

 

 

 

:  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 
 

 

                           Pasal I 
  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem 

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) diubah 

sebagai berikut : 
 

1. Di antara ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19, disisipkan angka 

18a yang berbunyi sebagai berikut : 

 

18a.  Program wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang 

harus diikuti oleh warga kabupaten  atas tanggung jawab 

pemerintah kabupaten. 

 

2. Di antara ketentuan Pasal 1 angka 24 dan angka 25, disisipkan angka 

24a yang berbunyi sebagai berikut : 

 

24a.  Badan Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disingkat 

BSNP adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam 

rangka menyusun kriteria / standar minimal kompetensi dan 

kompetensi dasar dalam mengembangkan kurikulum satuan 

pendidikan. 

 

3. Judul Bagian Keempat pada BAB III, ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8 

diubah, sehingga Bagian Keempat BAB III seluruhnya berbunyi 

sebagai berikut : 
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Bagian Keempat 
 

Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten 

 
Pasal 8 

 

(1) Pemerintah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, 
membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

(2) Pemerintah Kabupaten  menjamin terlaksananya Masyarakat 

belajar. 
 

(3) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan layanan dan 

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang 
bermutu bagi setiap warga kabupaten tanpa diskriminasi dan 
memperhatian prinsip-prinsip kesetaraan jender. 

 

(4) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin tersedianya dana guna 
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga kabupaten yang 

berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. 
 

(5) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bantuan dan 

pengawasan terha dap pelaksanaan pendidikan kedinasan di 
wilayahnya. 

 

(6) Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi kebutuhan tenaga guru 
baik dalam jumlah, jenis dan kualifikasi akademik maupun 

kompetensi. 
 
(7) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk meningkatkan mutu 

pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) dengan usaha meningkatkan kemampuan profesional 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengubah 

kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan. 
 
 

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 9 
 

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan 

informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 
 

(2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar,  

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 
 

(3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, 

vokasional, akademik, profesi, keagamaan dan pendidikan khusus. 
 

(4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

dengan sistem terbuka (tidak membedakan suku, ras, agama, 
status sosial dan status ekonomi)) melalui tatap muka dan/atau 
melalui jarak jauh. 

 

(5) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam 
bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Kabupaten, dan/atau masyarakat.  


